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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di Indonesia terdapat berbagai jenis badan usaha baik yang berorientasi laba (profit) 

seperti perusahaan dagang, jasa dan manufaktur maupun tidak berorientasi laba 

(non profit) seperti Instansi Pemerintahan (Kementerian, Komisi Pemberantas 

Korupsi, Komisi Pemilihan Umum) dan organisasi milik negara (rumah sakit, 

yayasan, lembaga pendidikan milik negara). 

Meskipun tujuan berbeda, setiap badan usaha memiliki aset tetap dalam 

menunjang kegiatan operasionalnya. Fungsi aset tetap pada badan usaha orientasi 

laba, untuk menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat membantu 

memaksimalkan keuntungan. Sedangkan, aset tetap pada badan usaha tidak 

berorientasi laba sebagai sarana mewujudkan target kinerja program.  

Dalam sektor publik, semua kegiatan dilaksanakan berdasarkan ketetapan 

anggaran. Menurut Indrajit & Djokopranoto (2016 : h. 135), anggaran merupakan 

“perencanaan kerja dalam bentuk uang yang melengkapi rencana kerja, yang harus 

dibuat setiap tahun”. Penyusunannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sektor 

publik pada periode berjalan terkait program yang akan dilaksanakan serta sumber 

daya yang dibutuhkan agar dapat terealisasi dengan baik. 

Keberhasilan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran menjadi indikator 

pencapaian kinerja sektor publik pada periode berjalan. Menurut Surputro, dkk 

(2016, vol. 1 : h. 28), kualitas dari anggaran memiliki pengaruh terhadap 
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ketepatan anggaran, semakin tinggi kualitasnya maka akan memperbesar 

pencapaiannya. Hal ini berarti, untuk mencapai target dari kinerja, anggaran harus 

disusun dengan baik dan sesuai ketentuan. 

Anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan program sektor publik termasuk 

saat pengadaan aset tetap. Pengadaan aset tetap badan usaha tidak beriorientasi laba 

harus menyesuaikan kebutuhan dan proses perencanaannya dilakukan dua tahun 

sebelum tahun pelaksanaan anggaran. 

Aset tetap menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sektor publik agar 

pelaksanaan program dapat terealisasi dengan baik. Menurut hasil penelitian, aset 

tetap memiliki karakteristik yaitu masa penggunaannya lebih dari satu tahun, 

dengan nilai perolehan besar dan tujuan utama untuk kegiatan usaha (Mubarok, dkk, 

2019 : h. 123). Nilai perolehannya meliputi semua biaya yang harus dibayarkan 

sampai aset tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan. 

Aset tetap pada sektor publik terdiri atas dua jenis yaitu berwujud dan tidak 

berwujud. Pengelompokan aset tetap berwujud meliputi tanah, gedung serta 

bangunan, peralatan serta mesin, irigasi serta jaringan, jalan dan konstrusi dalam 

masa pengerjaan. Sedangkan aset tetap tidak berwujud seperti lisensi, hak cipta, hak 

paten, software dan lain-lain.  

 Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 225/PMK.05 

tahun 2019, pengukuran aset tetap didasarkan atas biaya perolehan aset. Apabila 

biaya perolehan tidak dapat diidentifikasi, maka dinilai berdasarkan nilai wajar. 

Biaya perolehan aset tetap tidak dapat diindentifikasi terjadi atas aset hibah.  
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Pada sektor publik, aset tetap diperoleh dengan cara membeli, membangun 

sendiri maupun hibah. Aset tetap (tidak termasuk tanah dan konstruksi dalam 

pengerjaan) mengalami penyusutan masa manfaat. Menurut hasil penelitian, 

penyusutan diartikan sebagai penurunan kegunaan aset tetap sebagai bagian dari 

harga perolehan yang telah kadaluarsa disebabkan pemakaian (Thian, 2021 : h. 69). 

Penyusutan aset berwujud disebut depresiasi, sedangkan penyusutan aset tidak 

berwujud disebut amortisasi. 

Setiap sektor publik memiliki metode penyusutan aset tetap yang berbeda. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07, metode 

penyusutan aset tetap berwujud  meliputi garis lurus, saldo menurun ganda dan unit 

produksi. Dikarenakan hampir semua aset tetap mengalami penyusutan, sehingga 

untuk menjaga fungsinya, dalam anggaran tahunan terdapat nominal khusus 

pemeliharaan. 

Sumber penerimaan sektor publik berasal dari dana masyarakat umum baik 

pajak, non pajak maupun hibah. Sehingga semua penggunaan atas dana harus 

disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Laporan keuangan sebagai indikator pelaksanaan dari target kinerja dan bentuk 

pertanggungjawaban atas dana yang diberikan telah dikelola dengan baik. 

Aset tetap menjadi salah satu komponen yang harus disajikan dalam laporan 

keuangan. Nilai yang tersaji termasuk semua nilai akumulasi (total) penyusutan 

yang telah terjadi atas aset tetap. Menurut Hasransyah, dkk (2017, 14 (1) : h. 38) 

mengemukakan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap memiliki pengaruh terhadap 
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laporan keuangan. Hal ini berarti, apabila terjadi salah penyajian aset tetap dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

Penyajian laporan keuangan sektor publik harus sesuai standar akuntansi 

pemerintah yang berlaku termasuk pengungkapan aset tetap. Dampak salah saji 

nilai aset tetap dapat menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan 

penganggaran aset, perhitungan biaya pemeliharaan dan opini auditor terhadap 

laporan keuangan.  

Dalam aset tetap diperlukan penerapan sistem manajemen akuntansi. Menurut 

hasil penelitian, penerapan sistem infomasi manajemen akuntansi barang milik 

negara mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan (Amaliah, dkk, 2019, vol. 6 : h. 128). Hal ini berarti, sektor publik harus 

memiliki sistem infomasi manajemen akuntansi aset tetap yang baik, agar laporan 

keuangan berkualitas. Apabila kualitas laporan keuangan sektor publik menurun 

akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan anggaran berikutnya. 

Ketika proses pengadaan aset tetap, terdapat resiko penyalahgunaan wewenang 

dalam penggunaan anggaran. Menurut berita dari detik.com 26 April 2021, eks 

Pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama didakwa 

merugikan negara sebesar Rp 23 miliar terkait pengadaan laboratorium komputer 

di Madrasah Tsanawiyah tahun 2011 (https://news.detik.com, 2021). 

 Dalam laman tersebut dikabarkan mantan kepala bagian umum Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam, Undang Sumantri bersama rekanan (Affandi Mochtar 

pejabat penandatanganan surat perintah membayar, Abdul Kadir Alaydrus, Ahmad 

Maulana dan Noufal deputy general manager business service regional PT. 
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Telekomunikasi Indonesia). Pihak tersebut telah merugikan negara dengan 

melakukan tindakan melanggar hukum untuk mengambil keuntungan pribadi. 

Kerugian yang dialami negara sebesar Rp 23.636.653.074 dengan rincian Rp 

13.650.200.500 (memperkaya PT. Batu Karya Mas), Rp 5.095.645.960 

(memperkaya PT. Telkomunikasi Indonesia 2 kontrak pengadaan sebesar Rp 

57.750.000.000, dialihkan ke PT. Primarindo Ikat Nusantara/PINs Rp 

52.654.354.040), Rp 4.890.806.614 (memperkaya PT. PINs, karena 2 kontrak 

tersebut kembali dialihkan ke 11 rekanan senilai Rp 47.763.547.426). Dalam proses 

pengadaan terdapat kekurangan pekerjaan karena audio set yang dikirim 2,67% ke 

lokasi tetapi permintaan pencairan dana yang diajukan sebesar 100%. 

Kepatuhan pelaksanaan terhadap prosedur aset tetap terhadap peraturan 

pemerintah menjadi suatu keharusan bagi sektor publik. Hal ini dapat 

mengantisipasi resiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, sehingga program 

tahun berjalan dapat terlaksana dengan baik dan terwujudnya target kinerja laporan 

keuangan yaitu opini wajar tanpa pengecualian. 

Berdasarkan pemaparan dan kasus tersebut, saya sangat tertarik untuk 

mengetahui prosedur aset tetap dari penganggaran hingga penghapusan pada sektor 

publik. Sehingga, saya menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul “Prosedur 

Aset Tetap Pada Kementerian Agama Republik Indonesia”.  
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1.2 Permasalahan 

1.2.1 Pokok Permasalahan 

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini yaitu: 

1. Bagaimana prosedur perencanaan dan penganggaran aset tetap Kementerian 

Agama RI ? 

2. Bagaimana prosedur pengadaan serta penatausahaan aset tetap Kementerian 

Agama RI? 

3. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap Kementerian Agama RI? 

4. Apa saja dokumen yang terkait pengadaan aset tetap Kementerian Agama RI? 

1.2.2 Pembatasan Permasalahan 

Penerapan prosedur terkait proses perencaaan serta penganggaran, pengadaan, 

penatausahaan dan penghapusan aset tetap Kementerian Agama RI. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan  

1.3.1 Tujuan Penulisan  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan laporan tugas akhir : 

1. Untuk mengetahui prosedur perencanaan, pembuatan anggaran aset tetap 

Kementerian Agama RI 

2. Untuk mengetahui prosedur pengadaan serta penatausahaan aset tetap 

Kementerian Agama RI. 

3. Untuk mengetahui prosedur penghapusan aset tetap Kementerian Agama RI. 

4. Untuk mengetahui dokumen prosedur aset tetap Kementerian Agama RI.  
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1.3.2 Manfaat Penulisan  

Adapun manfaat dari penulisan laporan tugas akhir meliputi : 

1. Bagi Mahasiswa : 

Laporan tugas akhir menjadi sarana untuk menambah pengetahuan serta 

wawasan mengenai prosedur aset tetap sektor publik, meningkatkan softskill 

dalam menyusun laporan dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa. 

2. Bagi Universitas : 

Hasil penulisan laporan tugas akhir sarana untuk mengetahui tingkat 

pemahaman teori mahasiswa, mendapatkan informasi mengenai prosedur aset 

tetap di instansi pemerintahan dan referensi bagi mahasiswa lain dalam 

menyusun laporan dengan topik sama, sehingga dapat dibahas lebih lanjut. 

3. Bagi Instansi : 

Hasil penulisan laporan diharapkan dapat membantu memberikan saran atas 

kekurangan dari penerapan prosedur aset tetap di instansi, sebagai masukan 

pengambilan keputusan terkait prosedur serta membantu meningkatkan kinerja 

di masa mendatang. 

 

1.4 Metode Penulisan 

Adapun metode penulisan yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

menyusun laporan tugas akhir, meliputi :  
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1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan penulisan laporan dengan 

mencari teori dasar aset tetap (berasal dari berbagai sumber buku serta jurnal 

penelitian) dan kebijakan prosedur aset (bersumber dari peraturan pemerintah 

dan ketentuan akuntansi yang berlaku umum). 

2. Wawancara : 

Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pejabat 

pengelola aset tetap untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan yang 

diterapkan pada instansi. 

3. Observasi : 

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap setiap 

proses yang terjadi pada aset tetap serta dokumen terkait. baik proses 

perencaaan serta penganggaran, pengadaan, penatausahaan dan penghapusan 

aset tetap. 

4. Praktik Kerja 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman atas 

penerapan prosedur aset tetap dengan melakukan praktik kerja selama 3 bulan 

di Kementerian Agama RI. 
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